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TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN PENGERUKAN DAN REKLAMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52
Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM' 136
Tahun 2015, diatur bahwa pemegang izin wajib melaporkan kegiatan
pengerukan dan reklamasi secara berkala (setiap bulan) kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan
dan Evaluasi Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5731);
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108),
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5208);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan
Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5109);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

- Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
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Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5285); _
Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan
International Convention for The Safety of Live at Sea, 1974;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 75);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);






